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PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
 NOMOR 109 TAHUN 2018  

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR BALI, 
 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
hukum saat ini; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur  

Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 
 

Mengingat 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

:     1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,  Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1958  Nomor  115, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 1649); 
 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  

Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia   Tahun   2015  Nomor  58,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  

Nomor 21, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia Nomor 4817);  

 
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 80); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1613); 

 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

 

 
 

 
Menetapkan  

 

 
: 

MEMUTUSKAN  : 

 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2011 Nomor 56) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 3 

 
(1) Sistematika Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali : 

a. BAB  I Pendahuluan. 

b. BAB II Akuntabilitas Kinerja. 

c. BAB III Perencanaan Stratejik Instansi 

Pemerintah. 

d. BAB IV Perencanaan Kinerja Tahunan 
Instansi Pemerintah. 

e.  BAB  V Penyusunan Perjanjian Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

f. BAB VI Pengukuran Kinerja. 

g. BAB VII Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

h. BAB VIII Penyusunan Dokumen Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

i. BAB IX Penutup. 
 

   
(2) Sistematika Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
 

 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 31 Desember 2018  

GUBERNUR BALI, 

 
 ttd 

 
 

WAYAN KOSTER 
 

 
Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal 31 Desember 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 
 ttd 
 

 DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 109  
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